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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KP 199 TAHUN 2015
TENTANG

PENUNJUKAN OTORITAS PELABUHAN SEBAGAI KOORDINATOR
KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN DI PELABUHAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa sesuai Pasal 79 Undang - Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, kegiatan pemerintahan
dan pengusahaan di pelabuhan diselenggarakan secara
terpadu dan terkoordinasi;

bahwa untuk memadukan dan mengkoordinasikan
kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan
Otoritas  Pelabuhan sebagai Koordinator Kegiatan
Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
(Len)lbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
273);

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013
(Beriﬁa Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1113);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 627);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 628);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun

2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggaraan
Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara
Komersial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 216);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENUNJUKAN OTORITAS PELABUHAN SEBAGAI
KOORDINATOR KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN
PENGUSAHAAN DI PELABUHAN

Menunjuk Otoritas Pelabuhan selaku pelaksana fungsi
pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan sebagai koordinator kegiatan pemerintahan
dan pengusahaan di pelabuhan yang diusahakan secara
komersial.

Pelaksanaan fungsi koordinator sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk penjaminan
kelancaran lalu lintas kapal, arus barang dan naik turun
penumpang di pelabuhan.



KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Otoritas Pelabuhan
bertanggungjawab kepada Menteri.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal :6 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menteri Pertanian;

Menteri Kesehatan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan,;

Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan,;

10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

11. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B0 N Or O o o =

Sahnan sesuai dengan aslinya
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ESTARI RAHAYU



